[image: image1.jpg]AL WASHLIYAH






3

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil pembahasan maka kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Majelis Hakim secara sistematis menguraikan dan membuktikan seluruh unsur delik, mulai dari unsur subjek hukum, perbuatan dilakukan di muka umum, dilakukan secara bersama-sama, penggunaan kekerasan, hingga akibat berupa luka pada korban. Fakta-fakta persidangan yang didukung oleh keterangan saksi, pengakuan terdakwa, alat bukti, serta visum et repertum menjadi dasar keyakinan hakim. Oleh karena itu, penerapan pasal tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.
2. Bahwa kontruksi hukum untuk melindungi ketertiban umum dari kekerasan kolektif yang memiliki potensi gangguan sosial lebih luas. Hukum pidana positif tidak mensyaratkan adanya pembagian peran yang rinci antar pelaku, melainkan cukup adanya keterlibatan aktif secara bersama-sama. Konstruksi ini didukung oleh doktrin hukum pidana dan diterapkan secara konsisten dalam praktik peradilan, termasuk dalam perkara a quo.
3. Pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana kekerasan secara bersama-sama tidak hanya berfokus pada pemenuhan unsur delik, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial perbuatan, perlindungan terhadap korban, serta keadilan bagi para terdakwa. Hasil wawancara dengan hakim menunjukkan bahwa putusan dijatuhkan secara proporsional dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Dengan demikian, pertimbangan hakim mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
B. Saran

1. Hakim disarankan untuk terus menerapkan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dengan menguraikan dan membuktikan seluruh unsur delik secara sistematis dan menyeluruh, mulai dari unsur subjek hukum, perbuatan yang dilakukan di muka umum, dilakukan secara bersama-sama, penggunaan kekerasan, hingga akibat yang ditimbulkan. Penilaian terhadap fakta persidangan hendaknya didasarkan pada alat bukti yang sah, keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta visum et repertum guna memperkuat keyakinan hakim secara yuridis.
2. Hakim diharapkan tetap konsisten dalam menerapkan konstruksi hukum Pasal 170 KUHP yang tidak mensyaratkan adanya pembagian peran secara rinci antar pelaku, sepanjang terbukti adanya keterlibatan aktif dan kesatuan kehendak dalam melakukan kekerasan secara bersama-sama. Pendekatan ini penting untuk menjaga fungsi hukum pidana dalam melindungi ketertiban umum dari kekerasan kolektif yang berpotensi menimbulkan gangguan sosial yang lebih luas.
3. Dalam menjatuhkan putusan, Hakim disarankan untuk mempertimbangkan secara proporsional antara pemenuhan unsur delik dengan dampak sosial perbuatan, perlindungan terhadap korban, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sesuai dengan tujuan pemidanaan.
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